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f) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
Varietas Tanaman
Undang-Undang ini memberikan perlindungan terhadap varietas
tanaman yang baru, yang dihasilkan melalui pembiakan atau
rekayasa genetika, dengan tujuan untuk mendorong inovasi dalam
bidang pertanian, serta memberikan hak eksklusif kepada pencipta
atau pemegang hak atas varietas tanaman tersebut,

Indonesia dengan peraturan Perundang-undangan Kekayaan Intelektual
tersebut, telah mengatur terkait perlindungan, pendaftaran, pemanfaatan
serta larangan Hak Kekayaan Intelektual. Hal tersebut dimaksudkan untuk
melindungi karya atau produk tertentu dari penyalahgunaan dan
memudahkan pembuktian dalam hal terjadinya sengketa mengenai Hak
Kekayaan Intelektual, serta memastikan bahwa pencipta atau pemilik KI
mendapatkan manfaat dari karya atau penemuan mereka. Sebab di tengah
berkembangnya teknologi dan globalisasi, produk-produk kreatif seperti karya
seni, paten, merek dagang, dan desain industri semakin berisiko untuk disalin
atau disalahgunakan tanpa izin. Oleh karena itu, perlindungan kekayaan
intelektual menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa para pencipta
dan pemilik KI mendapatkan hak eksklusif atas karya mereka, yang pada
gilirannya dapat meningkatkan daya saing ekonomi, menciptakan lapangan
kerja, serta mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Fasilitasi perlindungan KI juga penting untuk menciptakan iklim usaha yang
adil dan mendukung inovasi berkelanjutan di berbagai sektor.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bangli
berkomitmen untuk memfasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual yang
dimana bertujuan untuk melindungi karya atau produk orisinal pencipta atau
pemilik KI dan memberikan perlindungan hukum kepada pencipta,
memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menggunakan,
mendistribusi dan mengeksploitasi karya, mendorong kreatifitas dan inovasi,
memberikan insentif ekonomi, mengatur penggunaan karya / produk secara
legal, menjamin kepastian hukum dan menghormati hak moral pencipta.

2. Dasar Hukum
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18
ayat (6);
b. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat 11 dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia
Nomor 1655);

c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas
Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4045),

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
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